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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUATAN MODAL DARI
DINAS KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT
(STUDI DI DINAS KOPERASI)

Sritika Rahwinda
Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum**
M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn**

Perjanjian Penguatan Modal sama dengan perjanjian secara umum manapun yang
dibuat oleh pihak pemberian kredit dan bank. Perjanjian dalam hukum perdata
Indonesia diatur dalam Bab 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
yakni Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian, Adapun
yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah tinjauan umum tentang Koperasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, Penerapan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 di dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam
Peningkatan Produktifitas UMKM, Bentuk Kerjasama Antara Dinas Koperasi Dengan
UMKM di Kabupaten Langkat.

Prosedur pemberian penguatan modal dilakukan dengan dibuat dalam bentuk
Perjanjian Kerjasama yang secara menyeluruh sama bentuk dan isi Perjanjian
Kerjasama tersebut kepeada Koperasi dan UMKM vyang diberikan oleh Dinas
Koperasi,UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat. Dalam penguatan
modal antara Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat, dimana keterikatan seluruh
Koperasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang dilihat
dari landasannya, tujuannya, serta dasar dari pembentukan Koperasi.

Analisa data yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dengan menggunakan tipe
penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang
dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat membuat program
tambahan dalam permberdayaan permodalan seperti memberikan pendampingan pada
UMKM untuk memperoleh akses pinjaman kredit dari lembaga-lembaga keuangan.
Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat membuat program-program
bimbingan dan akses bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui memperluas
jaringan pasar dengan bermitra dengan UMKM lainnya.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penguatan Modal, Koperasi, Pendampingan
UMKM.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi lImu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing | & |1
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu
cooperatives yang mengandung dua kata yakni kata co (bersama) dan kata operation
(bekerja), jadi apabila digabung cooperatives adalah bekerja bersama, atau
berkerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.*

Pada umumnya perkumpulan Koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang
bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-
masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat Koperasi ialah bahwa para peserta masing-
masing tidak kaya.?

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk
badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi
memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah.® Namun harus diakui
bahwa perkembangan Koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah
satu penyebabnya adalah Koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan Koperasi di Indonesia,

Pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Undang-

! Andjar Pachta,(dkk), Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal
Usaha, Prenada Media Group, Jakarta, 2010 hal 19

? 1bid, him 20

® Revrisond Baswir, 2009, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, hal.41



Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat (1): “Perckonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan™.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata
cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya
berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak
terlalu lama.*

Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah
Koperasi, karena Koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang
berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh,
antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota Koperasinya, sama-
sama bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para
anggota Koperasi sama-sama bertanggung jawab atas Koperasi mereka. Makmur
Koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak Koperasi, rusaklah hidup mereka
bersama.”

Ada juga yang mengatakan pengertian Koperasi adalah suatu badan hukum yang
dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para
anggotanya.® Dalam hal ini, Koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip

gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan

* Ninik Widiyant, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.
160

®> Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, PT. Inti Idayu Press,
Jakarta, 2010 hal. 14

® Rudianto, Akuntansi Koperasi edisi Kedua, Erlangga, Erlangga, Jakarta, 2008, hal, 118.



hukum Koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai
modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
ekonomi.’

Dimana Koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk
memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong. Koperasi
merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari atas tolong-
menolong diantara para anggotanya, sehingga mampu membuat rasa saling
mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan Koperasi. Para anggota
Koperasi dipicu oleh adanya keinginan untuk memberi jasa kepada rekan anggotanya.

Memandang permasalahan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Faktanya,
telah banyak lembaga keuangan bank atau non bank yang menawarkan kredit modal
kerja bagi para pelaku usaha, dengan tingkat suku bunga bersaing dan prosedur yang
mudah. Bahkan secara khusus, Dinas Koperasi juga memberikan bantuan modal kepada
Koperasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik
itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.®

Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat
diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut

yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.®

’ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarata,
2009, hal. 47.

 Moch. Chindir ali dkk, Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata, Mandar
maju, Semarang, 2010, hal. 25.

% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi
ke-1, Cet. 4, 2011, hal. 3



Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian juga dapat diartikan sebagai “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”."® Dalam hukum perjanjian dikenal
beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai
tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan
berkontrak, asas mengikatnya perjanjian, asas itikad baik.™

Didalam perjanjian dikenal dengan istiah prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah
suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi
merupakan isi dari pada sebuah perikatan.'® Apablia debitur tidak memenuhi prestasi
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi
(kelalaian). Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan
perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat
disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan
karena keadaan memaksa (Overmacht/Force Majure).™®

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh
kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah Djaja S. Meliala, Hukum Perikatan

dalam Prespektif BW, teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur)

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2010,
hal. 224.

1 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi
ke-1, Cet. 4, 2011, hal. 3.

12 | Ketut Okta Setiawan, Hukum perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 60.

3 Djaja S. Meliala, Hukum Perikatan dalam Prespektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal.
175.



agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara
keduanya.'*

Suatu perjanjian penguatan modal bisa dikatakan sah dan mengikat bagi para
pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Unsur yang pertama dan yang kedua yang disebut di atas adalah sebagai unsur
subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat adalah unsur objektif, Keempat unsur di
atas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi
dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum.
Sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal
demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang
memberi kesepakatan secara tidak bebas.*®

Kegiatan pemberian penguatan modal kepada Koperasi pada umumnya

merupakan kegiatan yang mempunyai risiko tentang pengembalian dana tersebut. Dinas

¥ salim H.S, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 96
1> Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang
Berasaskan Demokrasi Ekonomi, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2014, hal 12



harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan penguatan modal
yang diajukan oleh nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian adalah upaya untuk
mengamankan modal yang diberikan yang tujuannya adalah untuk memperkecil
kemungkinan timbulnya risiko, bahkan menghilangkan/menghindarkan risiko yang
mungkin timbul atau yang terjadi.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan pihak Dinas dengan membuat
perjanjian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji
oleh Koperasi. Terjadinya wanprestasi biasanya dikarenakan nasabah terlambat
membayar angsuran atau tidak sama sekali.

Keadaan ini terjadi pada program penguatan modal Dinas Koperasi Kabupaten
Langkat. Pemberian penguatan modal dari Dinas Koperasi kepada 4 (empat) Koperasi
di Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 610.000.000,-
Realisasi pengembaliannya hingga 31 Desember 2015 adalah Rp. 220.350.000,- (36,12
%) dan sisanya adalah Rp. 389.650.000.- (63,78%). Permasalahan adalah realisasi
pengembaliannya selama 6 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2013. Tetapi
kenyataannya hingga akhir tahun 2015 masih belum lunas. Untuk ini perlu diketahui
dan dianalisis secara yuridis dengan adanya peminjaman dana tersebut timbul lah
wanprestasi antara Koperasi-Koperasi di kabupaten langkat dengan dinas Koperasi
langkat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari tau dari mana dasar modal dinas
Koperasi kabupaten langkat untuk meminjamkan kepada Koperasi-Koperasi di langkat
dan Bagaimana proses penyelesaian wanptestasi antara Koperasi Koperasi di langkat

dengan dinas Koperasi langkat.



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahasnya
dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal Dari

Dinas Koperasi terhadap Di Kabupaten Langkat (Studi Di Dinas Koperasi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-
Undang Di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk Penguatan Modal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam
Peningkatan Modal terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat?

3. Bagaimana peran dinas koperasi dalam pembiayaan penguatan modal terhadap

koperasi di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Peraturan
Perundang-Undang Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Penguatan Modal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
Kabupaten Langkat dalam Peningkatan Modal bagi Koperasi di Kabupaten
Langkat.

3. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Dinas Koperasi dengan Koperasi di

Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian,

kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:



1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dapat bermanfaat digunakan untuk menambah wawasan
dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah ada di akademis
Pembangunan Universitas Pembanguan PancaBudi Medan dalam mendapatkan gelar
Strata Satu pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Manfaat Teoritis
Kegunaan secara teoretis. Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu
memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata.
3. Manfaat Praktis
Kegunaan secara praktis. Selain kegunaan secara teoretis, diharapkan hasil
penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:
1) Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan
perjanjian penguatan modal dari Dinas KoperasiKabupaten Langkat.
2) Memberikan sumbangan pemikiran terkait upaya penyelesaian wanprestasi atas

perjanjian penguatan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan bahwa judul tentang “Analisi Hukum Tentang
Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Kepada Koperasi di Kabupaten Langkat.belum
pernah ada di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, maka

diketahui bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan



ruang lingkup peneltian ini. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian
yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena
senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus
dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan,
yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Ahmad Hafiz, Tahun
2016, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kredit modal
kerja dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut cabang utama kota
medan.

a. Rumusan masalah
1) Bagaimana proses perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak
tanggungan pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan. ?
2) Apa yang menjadi hak dan kewajiban PT. Bank Sumut Cabang Utama
Medan dan debitur setelah perjanjian kredit ditandatangani.?
3) Apa yang menjadi masalah dalam perjanjian kredit modal kerja dengan
jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan *°?
b. Kesimpulan
1) Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang

objeknya hak guna usaha pada PT. Bank Sumut Cabang Medan, beberapa

16 Ahmad Hafiz, Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak
tanggungan pada PT. Bank Sumut cabang utama kota medan. Fakultas Hukum USU, Diakses melalui:
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26707/Chapter%20l.pdf?sequence=4, tanggal 27
September 2019, pukul 23.00 WIB.



http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26707/Chapter%20I.pdf?sequence=4
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tahap perjanjian utang piutang, yang pengikatan jaminan, namun dalam
skripsi yang penulis jelaskan membahas pelaksanaan penguatan modal
dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat terhadap UMKM, dan dalam
pelaksanaan Koperasi bentuknya sebagia simpan pinjam yang tidak
menggunakan jaminan namun berbentuk keanggotaan.

2) Realisasi kredit dan Penyaluran atau penarikan dana, Kendala dalam
pelaksanaan perjanjian kredit menggunakan hak tanggungan yang
objeknya hak guna usaha pada Bank Sumut Cabang Medan, HGU dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain melalui jual-beli, tukar-menukar,
penyertaan dalam modal. Dalam relisasi Koperasi berbentuk
kekeluargaan/keanggotaan yang dimana dalam menjalankan prekonomian
kelompok yang tergabung pada Koperasi serta dalam pelaksanaannya
Dinas Koperasi berperan penting dalam pelaksanaan penguatan modalnya.

3) Permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya wanprestasi terkait perjanjian
kredit menggunakan Hak Tanggungan yang objeknya HGU di PT. Bank
Sumut Cabang Medan, pertama kali yang dilakukan adalah dengan
musyawarah, yakni melalui musyawarah dengan debitur. Namun da;lam
Koperasi yang sering menjadi permasalahan yaitu dimana anggota yang
tergabung pada Koperasi di daerah Kabupaten langkat kebanyakan tidang
menunjukan perkembangan kenaikan keuntungan dalam pelaksanaan
simpan pinjam yang diadakan oleh Koperasi-Koperasi yang ada di

Kabupaten Langkat.
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2. Fakultas Hukum USU, Medan, Muhammad Fikrie, Tahun 2011, dengan judul
skripsi Tinjauan hukum pemberian bantuan modal usaha menurut sistem bapak
angkat di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) Tanjung
Morawa.'’

a. Rumusan Masalah
1) Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan modal usaha ?
2) Bagaimanakah bentuk perjanjian pemberian bantuan modal usaha ?
3) Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam
pemberian bantuan modal usaha ?
b. Kesimpulan
1) Prosedur untuk mendapatkan bantuan modal kerja yang dilakukan oleh
PTPN Il (Persero) tersebut sejalan atau bersamaan waktunya dengan
proses lahirnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sampai dibuat dan
ditandatanganinya surat perjanjian tentang bantuan modal usaha. Namun
pada peminjaman modal yang diadakan oleh Koperasi di Kabupaten
Langkat melalui prosedur yang dimana telah ditentukan dengan
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat serta Peraturan Bupati
2) Bantuan modal usaha. Perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat akan
terlaksana apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam

suatu perjanjian, dapat timbul resiko penyelewengan dari isi perjanjian

Y Muhammad Fikrie, Tinjauan hukum pemberian bantuan modal usaha menurut sistem bapak
angkat di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) Tanjung Morawa, Fakultas Hukum USU,
Diakses Melalui: https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2016_CalLK_LK_Audited_1.pdf, tanggal
27 september 2019, pukul 23,00 WIB.



https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2016_CaLK_LK_Audited_1.pdf
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yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk wanprestadi pada
pelaksanaan pinjam meminjam yang terjadin di Koperasi berupa modal
yang telah diberikan oleh Dinas Sosial tidak dikembalikan..

3) Penyelewengan-penyelewengan ini dapat timbul karena berbagai faktor,
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Jika telah terpenuhinya
kewajiban pengusaha kecil untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian tersebut berakhir
pada jangka waktu yang diperjanjikan. Penyelewengan pada Koperasi
juga ditimbulkan dikarenakan faktor ketidak sengajaan yang dilakukan
oleh UMKM untuk melunasi pinjamannya dimana telah ditetukan jangka
waktu yg diperjanjikan.

3. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017, dengan
judul skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Penguatan Modal dari Dinas Koperasi,
UKM dan Penanaman Modal Daerah Kepada Koperasi dan UMKM di
Kabupaten Langkat.*®
a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana sistem Koperasi al-hikmah dalam mensejahterakan
anggotanya?

2) Bagaimana pengaruh Koperasi al-hikmah terhadap kesejahteraan anggota

ditinjau dari ekonomi Islam?

'8 Aziz Rustandi, Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota
Ditinjau Dari Ekonomi Islam, Banten, Diakses Melalui:
https://siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-Koperasi/ tanggal 27 september 2019, pukul 24.00
WIB.



https://siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-koperasi/
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b. Kesimpulan

1)

2)

System dalam Koperasi mahasiswa al-hikmah menggunakan system
konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang Islami yaitu
di dalam kampus IAIN”SMH” Banten karena mengacu kepada Surat
keputeusan mentri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia
nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang
petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha. Koperasi al-hikmah ini lebih
mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti
dengan harga penjualan di Koperasi al-hikmah lebih murah dibandingkan
dengan pedagang yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang
ditawarkan tidak terlalu sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan
mudah.

Pelaksanaan kegiatan Koperasi al-hikmah dalam pendapatannya
memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan anggotanya dilihat dari
Sisa Hasil Usaha (SHU)nya. Sedangkan dilihat dari sudut pandang
ekonomi Islam, bahwasanya Koperasi yang berprinsip syariah melarang
adanya system bunga atau riba. Adapun hasil analisis menunjukan bahwa
Koperasi mahasiswa al-hikmah mempunyai pengaruh yang signifikan,
itu terlihat antara variable pendapatan Koperasi al-hikmah (SHU)
terhadap kebutuhan anggota. Besar pengaruh tersebut ditunjukan oleh
nilai R2 sebesar 100%. Besar signifikansi hubungan pendapatan

Koperasi al-hikmah (X) kebutuhan anggota (YY) didapat persamaan
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sebagai berikut Y = -1680,067 + 0,222X. artinya menyatakan bahwa jika
tidak ada pendapatan maka akan mengalami kerugian sebesar Rp.
1680,067. puluh ribu/tahun. Sedangkan koefesien regresi 0,222,
menyatakan bahwa setiap ada penambahan (karena tanda +) Rp. 1,-
pendapatan Koperasi akan meningkatkan kebutuhan anggota sebesar Rp.
222. Dengan persamaan regresi sebesar Y = -1680,067 + 0,222X,
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan
Koperasi al-hikmah terhadap kebutuhan anggota Koperasi. Namun pada
Dinas Koperasi Kabupaten langkat Pemberian penguatan modal dari
Dinas Koperasi kepada 4 (empat) Koperasi di Kabupaten Langkat pada
tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 610.000.000,- Realisasi
pengembaliannya hingga 31 Desember 2015 adalah Rp. 220.350.000,-
(36,12 %) dan sissanya adalah Rp. 389.650.000.- (63,78%).
Permasalahan adalah realisasi pengembaliannya selama 6 tahun, yaitu

sampai dengan tahun 2013.

F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Analisis Hukum
Analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal
atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau
menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis

banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam
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dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa,
hanya saja cara dan metode analisanya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan.
Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut
dengan metode ilmiah.*

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan
sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sSedangkan
menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir
untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal
tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-
masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.?

2. Pengertian Penguatan Modal

Modal Koperasi diperoleh dari simpanan para anggotanya, melalui simpanan
pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lain. Kemudian dari bunga dan
cadangan keuntungan. Cadangan ini diperoleh dari keuntungan (Sisa Hasil
Usaha/SHU) yang disisinkan dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kesepakatan
anggota.?

Modal Koperasi yang berasal dari anggota, pada umumnya tidak ada bunga
yang harus dibayar oleh Koperasi, kecuali untuk simpanan sukarela, bunga biasanya

ditentukan dengan jumlah tertentu. Sedangkan untuk setiap peminjaman, bunga

19 Adzikra Ibrahim, Pengertian Analisis, Hitps://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Analisa-
Menurut-Ahli/, Diakses tgl 25 Agustus 2019, kkl. 21:30 WIB.

% Gorys Keraf, Pengertian Definisi, www.http://pengertiandefinisi.com, diakses tgl 25 Agustus
2019, Pkl 21:45 WIB

2! Gunanto, Penguatan Usaha Kecil Melalui Koperasi, Jurnal Vol 2. Nomor 1, STIE AMA
Salatiga, Jawa Tengah, 2019. hal. 5



https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/
http://www.http/pengertiandefinisi.com
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yang dibebankan kepada peminjam ditetapkan dalam batas jumlah yang tidak
memberatkan.

Sumber modal Koperasi bisa berasal dari luar, misalnya dalam bentuk
pinjaman dari bank, dan bisa dari pinjaman lunak dari lembaga lainnya. Apabila
Koperasi meminjam modal ke bank, maka bunga yang dibebankan Koperasi kepada
anggota minimal harus sama dengan bunga yang dibebankan pihak bank kepada
Koperasi.

3. Pengertian Modal

Modal sebagai “keloktifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam
neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah
semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi
produktifnya untuk membentuk pendapatan. Sehingga mengartikan modal adalah
sebagai suatu kekuasaan untuk menjalankan barang-barang modal. Dengan demikian
modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud
dengan barang- barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan
yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.?

4. Pengertian Koperasi

Salah satu bentuk pembangunan yang di gagas pemerintah dalam
meningkatkan perekonomian Indonesia salah satunya dengan mengembangkan
perKoperasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan

Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakana soko guru.

22 Bambang Riyanto, 2010, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4, BPFE, yogyakarta,
hal. 18
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Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang
ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan
membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya
diderita oleh mereka.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang
perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang
bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan
suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan para anggotanya.

Karena itulah maka pengertian tentang “Koperasi Indonesia” menurut Undang-
Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok PerKoperasian, adalah sebagai
berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,
beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan
tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan™ (pasal
3 UU No. 12/1967).%

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran
serta seluruh elemen Instansi, masukan-masukan dari masyarakat dan dengan
memperhatikan nilai-nilai  yang dianut dan nilai-nilai lingkungan yang
mempengaruhi maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Tulungagung sebagai Dinas yang mempunyai tugas ‘“Melaksanakan pembinaan,

koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM”

%% Kartasapoetra dkk, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945, (Jakarta:
PT Asdi Mahasatya, 2010), hal. 3
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mempunyai peran yang penting dalamm pembangunan Koperasi dan UMKM. Guna
mengimplementasikan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Tulungagung punya visi dan misi.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya
pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi Usaha Kecil dan Menengah dengan
semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi.
Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat
perekonomian rakyat, oleh karena itu kemandirian Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya
perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, membuka

kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.?

G. Sistematika Penulisan
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif dan analisis. Maksud dari penelitian ini adalah
untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada
pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau
peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu

kesimpulan.®

% Rio Indra Kusuma, Dampak Dampak Progam Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM, Mitra
Binaan, 2012, hal 45

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
Alfabeta, Bandung, 2009, him. 112.
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2. Jenis Penelitian
Di dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dan
yuridis empiris, Yyaitu penelitian terhadap permasalahan ang dirumuskan dengan
mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan di dalam
masyarakat.?®
3. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun data
skunder terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang
PerKoperasian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif, yakni: pendapat-
pendapat pakar hukum, makalah, ataupun hasil seminar-seminar yang berkaitan
dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan

%% Ronny Hamitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia: Jakarta,
2010, hal. 13.
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hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia
tentang hukum.?’
1. Metode Pengumpulan Data
Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:
a. Melalui studi kepustakaan (library research)
Yaitu melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaaan dari bahan
pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan
hukum tersier.”®

b. Melalui penelitian lapangan (field research)

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan
wawancara di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode ini bersifat
interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan
realitas.Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan,
yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran
manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

2" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.
13
%8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2009, Cet. 9, hal. 3.
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digunakan.?® Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode ini akan
menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa

data deskriptif.*

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 bab, dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB | Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar
belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan kepustakaan, yang mengemukankan berbagai definisi, rumusan dan pengertian
dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai
istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan
terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB Il Tinjauan Umum Tentang Koperasi Berdasar-Kan Undang Undang Nomor
17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, didalamnya akan membahas mengenai Pengertian,
Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi, Prinsip Koperasi dan Pembentukan Koperasi dan
Keanggotaan Koperasi, Modal Koperasi dan Pembubaran Koperasi.

BAB Il Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Langkat Dalam

Meningkatkan Produktivitas Kerja Koperasi Dan Umkm Lain Di Kabupaten Langkat,

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta
2009, hal. 47-48
%0 Sugiyono, Analisis Data Kualitatif dan metode penelitian, Jakarta, 2014, hal. 2
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didalamnya penulis akan membahas mengenai Program Kerja yang Dilakukan Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat Demi Meningkatkan Produktivitas Kinerja
Koperasi dan UMKM Lain di Kabupaten Langkat, Dasar Modal Dinas Koperasi
Langkat Memberikan Pinjaman Kepada Koperasi-Koperasi Lain di Kabupaten Langkat
dan Cara Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat dalam
Meningkatkan Produktivitas Kinerja UMKM dan Koperasi Lain.

BAB IV Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Langkat Dalam
Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Langkat, akan
membahas mengenai Deskripsi Mengenai Gambaran Umum Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat
dalam Pengembangan Sektor UMKM dan Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Langkat dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

ada di Kabupaten Langkat

BAB V Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB Il

TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA

. Pengertian, Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata co
yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata
cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk
kepentingan bersama. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang
yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang
dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian Koperasi sebagai
pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh.

Dari beberapa sarjana dan ahli hukum yang ada di Indonesia dirangkum
menjadi satu mengenai pengertian Koperasi adalah sebagai berikut:

a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan atau dibentuk oleh orang-
orang yang memiliki kemampuan suatu ekonomi terbatas yang memiliki
tujuaan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota
Koperasi tersebut.

b. Bentuk dari Koperasi itu sendiri bersifat kerjasama dan memiliki sifat

sukarelawan antar sesama anggota Koperasi.

23
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c. Masing-masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta
mengawasi jalananya usaha Koperasi

d. Resiko dan keuntungan dari usaha Koperasi ditanggung dan dibagi bersama
secara adil."

Didalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, Koperasi
dibagi menjadi 2 bentuk. Yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Dimana
pengertian Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang dan seorang saja, sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi tersebut.?

Adapun syarat dalam pembentukan Koperasi, maka syarat dari Koperasi
primer adalah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan jenis
Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 Jenis Koperasi.

Agar Koperasi lebih bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan pasal 1
Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, maka Koperasi dapat
dibedakan dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya, misalkan Perseroangan
Terbatas (PT), dengan begitu penulis mencoba membedakannya dan
menjabarkannya sebagai berikut:

a. Dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu
kepentingan ekonomi yang sama
b. Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama-sama atas dasar

kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan

! Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 118.
2 Rudianto, Akuntansi Koperasi, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 4.
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c. Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri
oleh para anggota Koperasi

d. Tugas pokok badan usaha Koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi
dalam rangka memajukan kesejahteraan para anggota.’

Sementara itu pengertian Koperasi sendiri menurut Undang-undang nomor 17
Tahun 2012 tentang Koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan orang atau
badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi
yang berlandasakan asas kekeluargaan.

Menurut analisis penulis, Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis
untuk memenuhi kebutahn para anggota Koperasi tanpa menjadikan laba sebagai
tujuan utama, dikarenakan Koperasi didirikan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Sedangkan dari segi karakterisitiknya, yag
membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya adalah anggota Koperasi
memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
2. Landasan Koperasi

Landasan atau dasar berdirinya suatu Koperasi di Indonesia terdapat dialam
Undang-undang Dasar 1945 kita dimana terletak pada pasal 33 ayat (1) yang
berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas atas
kekluargaam”. Dengan kata lain, atas isi dari pasal 33 ayat (1) tersebutlah lahirnya
suatu badan usaha Koperasi yang bernaung dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

¥ Ekawarma, Menajeman Badan Usaha Dan Koperasi, Gang Perasada Press, Jakarta, 2010, hal. 7.
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Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman menentukan dalam arah,
tujuan, peran serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di
dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 2 UU No. 17 Tahun 2012
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012
Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka
penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural Koperasi
Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. UUD 1945 Pasal 33 (1) telah dengan tegas
menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu
perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.4 Sebagaimana yang
telah ditegaskan oleh Mohammad Hatta, yang mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan merupakan Koperasi.

3. Fungsi dan Tujuan didirikannya Koperasi

Hadirnya Koperasi di Indonesia diharapkan mampu memajukan kesejahteraan
rakyat Indonesia dengan cara bergabung menjadi anggota Koperasi tersebut serta
membangun tatanan perekonomian Nasional. Menurut pasal 4 undang-undang
nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

a. Membangun dan mengambangkan potensi dan ekonomi anggota pada
khusunya masyarakat umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

dan sosialnya.

* Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta , Jakarta, 2008, hal. 3.
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b. Berperan aktif dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan danketahanan
perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 tentang tujuan Koperasi yaitu
”Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Sedangkan untuk jenis-jenis Koperasi berdasarkan kegiatannya secara umum,
Koperasi dapat dikelompokan menjadi:

a. Koperasi konsumen, vyaitu suatu Koperasi yang usahanya memenuhi
kebutuhan sehari-hari dari para anggota Koperasi

b. Koperasi produsen, yaitu suatu Koperasi yang menghasilkan produk lalu
kemudian dijual atas dipasarkan melalui Koperasi.

c. Koperasi simpan pinjam, yakni suatu Koperasi yang melayani kegiatan

peminjaman dan penyimpanan uang dari para anggota-anggota Koperasi.’

> Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Andi Offset, Yogyakarta,
2012, hal. 4.
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B. Prinsip Koperasi dan Pembentukan Koperasi
1. Prinsip Koperasi

Karakteristik Koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara
Koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan
asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang
dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan Koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari
asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip Koperasi dikembangkan oleh Koperasi konsumsi di Rochdale.
Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale atau the principles of Rochdale adalah sebagai
berikut:

a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar

b. Penjualan barang dengan tunai

c. Harga penjualan menurut harga pasar

d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut
pertimbangan jumlah pembeli tiap-tiap anggota Koperasi

e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara

f. Netral dalam berpolitik dan beragama.®

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh Koperasi
dibnyak negara sebagai  prinsip-prinsip  pendiriannya.  Tetapi  dalam
perkembangannya kemudian ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

a. Adanya pembatasan bunga dan modal

® Nurul Huda, dkk, Lembagan Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis), Kencana Prenanda
Media Group, Jakarta, 2010, hal. 306.
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b. Keanggotaan bersifat sukarela
c. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.

Didalam undang-undang Koperasi dijelaskan didalam pasal 5 ayat (1)
mengenai prinsip-prinsip Koperasi, yaitu:

1) Keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5) Kemandirian

6) Pendidikan perKoperasian

7) Kerja sama antar Koperasi.

Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan
yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi
pada khususnya. Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan
memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam
proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong
pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada

umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.
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2. Pembentukan Koperasi

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan
ekonomi dari para anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, kehadiran
Koperasi memiliki arti penting terutama oleh masyarakat golongan ekonomi
kebawah atau lemah. Oleh sebab itu, pembentukan Koperasi dipahami secarfa jelas
demi tumbuhnya semangat Koperasi pada seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal pembentukan Koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi dalam memdirikan sesuatu Koperasi. Dimana syarat-syarat tersebut
terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Koperasi.
Yaitu pertamanya adalah sebagai berikut:

a. Koeprasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
b. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Koperasi.

Setelah batas maksimal anggota sudah terpenuhi, syarat pembentukan sebuah
Koperasi kemudian diatur dalam pasal 7 yaitu:

a. Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan
dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
b. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara republik

Indonesia

Dengan tidak disebutkannya akta pendirian Koperasi harus berbentuk akta
otentik yang disahkan oleh notaris, maka akta pendirian Koperasi dimungkinkan
dapat berbentuk akta dibawah tangan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum

bagi para pelaku usaha Koperasi. Kemudian Pemerintah mengeluarkan surat
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keputusan  menteri  Koperasi dan  usaha kecil ~menengah  nomor
98/KEP/M.KUKMY/2004 yang isinya mengenai notaris sebagai pejabat pembuat akta
Koperasi. Melalui keputusan menteri tersebutlah pemerintah mempertegas bahwa

hanya notaris yang berhak membuat akta pendirian Koperasi.

. Keanggotaan Koperasi, Modal Koperasi dan Pembubaran Koperasi
1. Keanggotaan Koperasi
Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh Undang-Undang
PerKoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang sah dari rapat anggota. Para
anggota bersama merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang mempunyai
hak dan menentukan di dalam Koperasi.’
a. Sifat keanggotaan Koperasi
Sifat keangotaan Koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka. Dalam hal
ini berarti bahwa seseorang menjadi anggota Koperasi harus berdasarkan
kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa harus ada paksaan dari
siapapun, juga asas persamaan diantara sesama anggota tetap dipertahankan di
dalam Koperasi, tanpa mengadakan perbedaan diantara anggota yang berlainan
keturunan, paham, politik dan agama. Sebenarnya anggotaanggota Koperasi

itulah yang memiliki Koperasi secara bersamasama. Maju mundurnya Koperasi

" Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 33



32

itupun sebagian besar tergantung dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu
sendiri.
b. Hak dan kewajiban anggota Koperasi
Mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi diatur didalam pasal 20
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dimana isi pasal
tersebut berisikan mengenai:
1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
a) Mematuhi anggaran dasar rumah tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam rapat anggota
b) Berpatisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarkan oleh Koperasi
¢) Mengembangkan dan memilihara kebersamaan berdasarkan atas asas
kekluargaan
2) Setiap anggota mempunyai hak:
a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat
anggota
b) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
¢) Meminta untuk diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam
anggaran dasar
d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat
anggota baik diminta maupun tidak diminta
e) Memnafaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang setara

sesama anggota
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f) Mendapatkan keterangan mengenaiperekmbangan Koperasi menurut
ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga.

2. Modal Koperasi

Telah diketahui bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan
perkumpulan modal, karena masih banyak yang berpendapat bahwa dalam Koperasi
kedudukan modal tidaklah penting. Sebagai perkumpulan yang menjalankan usaha
dalam bidang bisnis (perekonomian) Koperasi banyak memerlukan modal, jadi
modal itu tetap vital. Namun demikian modal tidak boleh diberi arti lebih penting
daripada orang-orang yang menjadi anggota Koperasi.® Selanjutnya di bawah ini
dapat dilihat apa saja yang dapat menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan
Koperasi, termasuk Koperasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Modal sendiri

1) Simpnan pokok

2) Simpanan wajib

3) Dana cadangan

4) Hibah

b. Modal pinjaman

1) Pinjaman dari anggota

2) Pinjaman dari anggota Koperasi lain

3) Pinjaman dari Koperasi lain

4) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain

¥ G. Kartasapoetra, Praktek Pengelolahan Koperasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45.
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5) Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan.’

Selain modal yang telah di uraikan di atas Koperasi dapat pula melakukan
pemupukan modal yang juga berasal dari Modal Penyertaan. Pemupukan modal
Koperasi yang berasal dari dana pemerintah maupun dari dana masyarakat,
dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha
Koperasi.'?

Namun pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian
yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain, yakni dengan
ditambahkannya Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Hal ini dapat dilihat
pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
PerKoperasian, yang menentukan bahwa: “Modal Koperasi terdiri dari Setoran
Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal”

Sertifikat Modal Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 Tentang PerKoperasian Pasal 1 Ayat (9) adalah: “Sertifikat Modal Koperasi
adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam Modal Koperasi.”

3. Pembubaran Koperasi
Pembubaran Koperasi yang dimaksud adalah suatu kesepakatan para
anggotanya rapat anggota atau atas dasar keputusan pejabat (pemerintah) untuk

membubarkan Koperasi dengan alasan sebagai berikut:

® Andjar Pachta, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,

Prenada Media Group, 2008, hal. 116.

9 1hid,. hal. 125.
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a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
didalam undang-undang

b. Kegiatan-kegiatan Koperasi itu bertentangan dengan ketertiban umum atau
kesusilaan

c. Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak
dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.'*

Cara pembubaran Koperasi Indonesia di dalam Undang-Undang
PerKoperasian diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta
penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang PerKoperasian terdapat
2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan Koperasi, yaitu:

1) Berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi

Apabila pembubaran Koperasi tersebut berdasarkan kehendak Rapat

Anggota maka cara pembubarannya dengan catatan, bahwa keputusan untuk

pembubaran dalam Rapat Anggota adalah sudah sesuai dengan quorum dan

lain-lain, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

Koperasi yang bersangkutan. Pengurus Koperasi atau organisasi yang

dikuasakan khusu untuk itu mengajukan surat permintaan resmi tentang

pembubaran kepada pejabat. Dalam surat permintaan tersebut disertakan

petikan Rapat Anggota pembubaran Koperasi yang bersangkutan yang

1 sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 115.
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memuat tentang keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Koperasi

tersebut.™

2) Pembubaran atas dasar kehendak Pemerintah

Pemerintah dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah Koperasi,

apabila salah satu dari ketiga alasan seperti yang telah diterangkan di atas,

terbukti terjadi atau dialami oleh Koperasi yang bersangkutan. Untuk ini

pemerintah harus memberitahukan kehendak untuk membubarkan Koperasi

tersebut secara tertulis, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang

dapat di pertanggungjawabkan disertai pula dengan alasannya kepada

Koperasi yang bersangkutan.*®

Menurut analisis penulis, Koperasi yang telah berdiri berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian diwajibkan untuk
melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni UndangUndang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian. Dengan demikian hal tersebut dapat
menimbulkan permasalahan dalam dunia PerKoperasian di Indonesia khususnya

Koperasi yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar.

2 1bid,. hal. 147
3 bid,. hal. 148



BAB Il1

DASAR PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS
KOPERASI TERHADAP KOPERASI-KOPERASI YANG ADA DI
KABUPATEN LANGKAT

A.Dasar Modal Yang Diterapkan Oleh Dinas Koperasi Terhadap Koperasi-
Koperasi Di Kabupaten Langkat

1. Dasar dan Sumber Modal yang didapat oleh Koperasi berdasarkan
ketentuan dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat

Telah diketehaui didalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang
Koperasi telah ditetapkan dan menggantikan undang-undang yang terdahulu yakni
undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pergantian ini didasari pada suatu
pertimbangan bahawa undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum di jaman sekarang. Kemudian lalu
bermunculan beragam reaksi dan apresiasi setelah lahirnya sebuah undang-undang
yang baru.

Yang menjadi persoalan atau perdebatan didalam pratisi hukum ataupun para
akademis adalah berkaitan dengan dirubahnya beberap ketentuan sistem permodalan
Koperasi didalam udang-undang yang terbaru yaitu undang-undang nomor 17 tahun
2012.

Oleh sebab itu, untuk memahami secara lebih reinci dan detail terhadap
peratuan didalam undang-undang dapat dilihat mengenai perbandingan pengaturan
permodalan Koperasi dalam undang-undang yang lama dengan yang terbaru.

Sehingga dapat didapatai perbedaan yang mendasar mengenai ketentuan sistem

37
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permodalan didalam Koperasi berdasarkan kedua undang-undang tersebut dengan

yang lama dengan yang baru. Adapun perbedaan ketentuan sistem permodalan

tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1. ketentuan Permodalan Koperasi

Permodalan Koperasi dalam UU
No.25 Tahu 1992 Tentang Koperasi.

Permodalan Koperasi dalam UU No.
17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Modal Koperasi terdiri dari modal
sendiri dan modal pinjaman (Pasal 41
ayat 1)

Modal awal terdiri dari setoran pokok
dan sertifikat modal Koperasi (Pasal 66
ayat 1)

Modal sendiri berasal dari simpanan
pokok, wajib, dana cadangan, dan hibah
(pasal 41 ayat 2)

Selain modal awal dan surat hutang
lainnya, pemerintah dan pemerintah
daerah (Pasal 66 ayat 2)

modal penyertaan (Pasal 42 ayat1)

Modal pinjaman dapat berasal dari | Setoran pokok tidak dapat
anggota Koperasi lainnya, bank, | dikembalikan.

lembaga keuangan lainnya, penerbitan

obligasi dan surat hutang lainnya yang

bersumber dari sebab yang sah atau

halal (Pasal 41 ayat 3)

Selain modal sebagaiman dimaksud | Setiap anggota  Koperasi  harus
diatas, Koperasi dapat melakukan | membeli sertifiakat modal Koperasi
penumpukan modal yang berasal dari | dengan nilai nominal per lembar

maksimum sama dengan nilai setoran
pokok (Pasal 68 ayat 2)
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Penumpukan modal yang berasal dari | 1. Koperasi harus menerbitkan
modal penyertaan diatur melalui sertifikat modal Koperasi dengan
peraturan pemerintah (Pasal 42 ayat 2) nilai nominal per lembar sama

dengan setoran pokok

2. pembelian sertifikat modal
Koperasi dalam jumlah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan tanda  bukti
Penyerahan ~ modalanggota  di
Koperasi (Pasal 68 ayat 3)

3. sertifikat modal Koperasi tidak
memiliki hak suara (Pasal

4. sertifikat Koperasi sebagaimana di
maksud pada ayat 1 dikeluarkan
atas nama Republik Indonesia

5. penyetoran atas sertifikat modal
Koperasi dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan dalam bentuk
lainnya yang dapat dinilai dengan
uang (Pasal 69 ayat 4)

6. perjanjian  penempatan  modal
Penyertaan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal
75 ayat 1 huruf b memuat sekurang-
kurangnya memuat besarnya modal
pernyataan, resiko dan tanggung
jawab terhadap kerugian usaha,
pengelolahan usaha, dan hasil usaha
(Pasal 76)

Setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau
badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan

keanggotaan pada suatu Koperasi.*

! Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian.
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Didalam undang-undang nmor 17 tahun 2012 tentang Koperasi diatur
mengenai pengaturan setoran pokok yang terdapat dalam pasal 67, secara rinci
penulis mencoba menuliskan satu-persatu isi pasal tersebut dan menjalaskannya
sebagai berikut:

1) setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan
mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan

2) setoran pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 harus telah disetor penuh dengan
barang bukti penyetoran yang sah

3) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan setoran pokok pada
suatu Koperasi diatur dalam anggaran dasar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian telah berlaku
selama dua Tahun. Selang waktu dua tahun tersebut ada beberapa Koperasi yang
telah berdiri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian maka Kementrian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
169/SE/Dep.1/V1/2014 yang pada poin pertama menentukan bahwa:

“Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang PerKoperasian tetap sah secara hukum karena Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012 tentang PerKoperasian pernah berlaku sebagai hukum positif, namun

harus menyesuaikan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai
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dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian dan
Peraturan Pelaksaannya”.?

2. Sebagai Fasilitas Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pada Koperasi Atas
Pemberian Modal Dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat

Dalam rangka pengembangan dalam sektor Koperasi, Dinas Koperasi
Kabupaten Langkat Melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan
implikasi dari strategi yang telah ditetapkan. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi Kabupaten Langkat pada dasarnya merupakan strategi yang berasal dari
kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM.
Dinas Koperasi Kabupaten Langkat hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan
dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua strategi tersebut diterapkan di
Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan strategi tersebut
disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya anggaran yg dialokasikan.
Berikut ini beberapa strategi yang pengembangan Koperasi yang selanjutnya
diimplementasikan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan, diantaranya:

Dalam penerapannya, dinas Koperasi kabupaten langkat memiliki kewenangan
untuk mengakomodir kebutuhan Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat, terkait
dengan peranannya dalam peningkatan produktifitas, Dinas Koperasi Kabupaten
langkat hingga saat ini hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
Koperasi dan UMKM vyang berada di Kabupaten Langkat. Pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat berupa pengawasan terhadap

2 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2008, hal. 107.
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pelaksanaan kegiatan Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Saat ini,
tercatat terdapat 44 Koperasi dalam bentuk unit desa yang berada di seluruh wilayah
Kabupaten Langkat.

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten
Langkat, perlu diketahui terlebih dahulu maksud daripada pembinaan yang berkaitan
dengan Koperasi. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau
pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan,
pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan
atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa
merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua
pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu”.?

Dalam prakteknya, pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi terhadap
Koperasi di Kabupaten Langkat sudah seleras dengan pengertian diatas. Maksud dari
pembinaan tersebut guna untuk meningkatkan produktivitas Koperasi-Koperasi yang
ada didalam kabupaten langkat agar lebih berkembang dan memajukan
kesejahteraan para anggota Koperasi yang ada.

Pembinaan yang dilakukan oleh dinas Koperasi kabupaten langkat guna untuk
meningkatkat produktivitas Koperasi-Koperasi lain yang ada di kabupaten langkat
adalah dengan cara melakukan:

a. Melakukan pelatihan-pelatihan, dimana pelatihan ini berguna untuk mengasah

skil dan pikiran para anggota Koperasi yang ada.

® Toha Miftha, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnose dan Intervensi, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2008, hal. 7.
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b. Melakukan seminar motovasi, dimana seminar ini dilakukan dinas Koperasi
kabupaten langkat bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan mengenai
penguatan modal Koperasi

c. Melakukan seminar kewirausahaan, dimana pembinaan tersebut dilakukan
dengan harapan mampu meningkatkan kemajuan bagi usaha kecil dan
menengah dan minat masyarakat dalam melakukan kewirausahaan yang ada di
kabupaten langkat.

Selain itu juga Miftah Thoha dalam bukunya juga menyebutkan bahwa
pembinaan menurut Huse and Cumming merupakan ilmu perilaku dengan memakai
perencanaan, pengembangan jangka panjang yang ditunjukan  untuk
mengembangkan struktur dan prosesnya, sehingga efektifitas organisasi ini dapat
dicapai.*

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis di dinas Koperasi kabupaten
langkat Pembinaan Dinas Koperasi dan kabupaten Langkat masih bersifat global.
Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi tersebut lebih mengarah
konvensional. Tetapi meski mengarah pada konvensional pembinaan Dinas Koperasi
tidak menyimpang dari nilai-nilai agama, contohnya seperti berbuat jujur, dapat
dipercaya, cerdas berwirausaha, khomunikatif atau ramah kepada para konsumenya.”

Konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksitas

yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang

* Ibid., hal. 9.
® Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.
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diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain,
pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai
suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan
pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok
yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu:
1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis
hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna
mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
3) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan.®
Adapun beberapa teori yang menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi
pembinaan dalam meningkatkan produktivitas, baik faktor eksternal maupun faktor
internal. Yang termasuk faktor internal diantaranya adalah sumber daya yang ada di
dalam sistem, organisasi dan manajemen, kepemimpinan dan juga teknologi. Sedang
faktor eksternal antara lain pasar dari produk-produk atau jasa, iklim investasi,
peraturan birokrasi, stabilitas keamanan dan lain sebagainnya.’
Dalam prakteknya Dinas Koperasi adalah lembaga pemerintah yang dibangun
di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki
visi dan misi. Berawal dari cita-cita bersama yang diwujudkan dengan didukungnya

peran serta serta seluruh instansi, maka Dinas Koperasi Kabupaten Langkat yang

® Riris Rimawati, Penelitian Jurnal, Dampak Pembinaan Dan Terhadap Peningkatan Kinerja
Usaha Kecil Dan Menengah, Reineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 38

" Hasan Irmayanti, Manajemen Operasional Persepektif Integrative, UINMALIKI PRESS,
Malang, 2011, hal 19
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mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan
pelaksanakan pembangunan Koperasi. Salah satu faktor yang mendukung adanya
progam pembinaan adalah adanya tanggung jawab yang dimiliki Dinas Koperasi
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian Koperasi di
Kabupaten Langkat. Selain itu juga dikarenakan adanya keterbatasan antara Dinas
Koperasi dengan Koperasi di Kabupaten Langkat, sehingga Dinas Koperasi

mengadakan progam pembinaan dan koordinasi melalui pembinaan tersebut.

B. Bentuk Perjanjian dalam penguatan modal oleh Dinas Koperasi terhadap
Koperasi di Kabupaten Langkat

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau
contract (Inggris). Definisi perjanjian menurut para ahli ada banyak, perjanjian adalah
suatu peristiwa di mana seorang/badan hukum berjanji kepada seorang/badan hukum
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Perjanjian ialah hubungan hukum dimana seorang tertentu, bedasarkan atas suatu janji,
wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.
Sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara
dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.

Berdasarkan peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang yang
dinamakan sebagai perikatan. Dimana perikatan dalam terlaksanakannya perikatan

tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang
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melangsungkan suatu perjanjian, yang dimana berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari permasalahan yang bakal timbul dalam perjanjian
tersebut.
1. Pelaksanaan Sahnya Perjanjian
Apabila kita kaji bahwa bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh suatu
Koperasi dengan Koperasi lainnya yang terdaftar di dinas koperasi Kabupaten
Langkat yang dimana melaksanaka perjanjian baik antara Koperasi dengan Koperasi
lainnya maupun antara anggota Koperasi yang tergabung didalamnya, dalam
perjanjian tersebut akan di tentukan, berdasarkan perjanjian yang sah diakui dan
diberi akibat hukum sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
antara lain:
a. Ada persetujuan kehendak pihak-pihak yang membuat perjanjian
Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus mengadakan suatu
kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok
perjanjian. Artinya apa yang dikehendaki antara pihak lainnya harus memiliki
persetujuan dan pihak lain juga menyatakan kehendak dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut.
b. Adanya kecakapan dalam pembuatan perjanjian
Pada umumnya orang atau badan hukum dikatakan cakap melakukan
perbuatan hukum, artinya pihak satu dengan pihak yang tergabung dalamnya
harus memenuhi dari unsur dari pasal 1320 KUHPerdata.

c. Adanya suatu hal tertentu (objek)
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Artinya suatu hal tertentu ada pokok perjanjian yang disepakati sepeeti,
objek perjanjian, dan prestasi yang wajip dipenuhi dalam perjanjian tersebut.
Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok
perjanjian atau objek perjanjian itu kabur maka perjanjian itu batal.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian,
yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan
sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti
yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian,
melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan
tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab para pihak melakukan
perjanjian peminjaman MAP adalah adanya keinginan para pihak khususnya
unit usaha kecil untuk mengembangkan usahanya supaya mampu menghadapi
persaingan pasar.

2. Syarat Teknis Dalam Perolehan Modal
Berdasarkan perulehan modal yang didapat oleh Koperasi yang ada di
Kabupaten Langkat yaitu berdasarkan dari panduan dari Keputusan Menteri
Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor
226/KEP/M/V//1996.
a. Penyediaan modal sendiri/modal tetap (equity) sangat berperan untuk memulai

usaha maupun mengembangkan usaha simpan pinjam, oleh karena itu setiap
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pendirian KSP dan pembentukan USP melalui Koperasinya wajib
menyediakan modal sendiri atau modal tetap untuk membiayai investasi
maupun sebagai modal kerja.

b. Modal sendiri modal tetap yang disetor pada awal pendirian KSP dan
Pembentukan USP disebut modal disetor. besarnya modal disetor ditetapkan
sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1) RP.15.000.000- (lima belas juta rupiah) untuk KSP/USP Primer.
2) RP. 50.000000,-(lima puluh juta rupiah) untuk KSP/USP Sekunder.

c. Modal sendiri yang disetor pada awal pendirian KSP dapat berupa simpanan
pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah dan modal
penyertaan, Sedangkan modal disetor pada USP berupa modal tetap yang
disediakan oleh Koperasi yang bersangkutan.

d. Modal sendiri atau modal tetap yang disetor pada awal pendirian tidak boleh
berkurang jumlahnya, oleh karena itu simpanan pokok dan simpanan wajib
yang telah disetor oleh anggota pada KSP tidak boleh diambil sebelum adanya
modal pengganti, baik dan anggota baru maupun cadangan Koperasi. Demikian
juga modal tetap USP tidak boleh ditarik oleh Koperasi yang bersangkutan.

e. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang belum memenuhi
persyaratan minimal modal yang disetorkan tetap diberikan pengesahan akte
pendirian dan pelayanannya hanya kepada angotanya.

Pemerintah pada wilayah kerjanya merancang kebijakan bidang perindustrian,

perdagangan, hingga ekonomi pasar (pengelolaan pasar). Kebijakan yang
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dikeluarkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tugas dan
fungsinya maka, kantor ini dapat memberikan informasi mengenai persuratan
industri, Koperasi, dan perdagangan seperti Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat
Izin Usaha, surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4),
hingga Surat Izin Usaha Jasa Survey. ®

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat.

Dalam mewujudkan misinya yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar", Dinas
Koperasi secara serius memberdayakan usaha-usaha binaan yang bernaung
dibawahnya dengan berbagai program yang digunakan sebagai sarana dalam
mewujudkan pengusaha yang kompetitif dan unggul. Produk dari usahaa binaan
harus memenuhi standarisasi yang telah didetapkan oleh Dinas Koperasi yaitu
produk dari usaha binaan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan
pengawet, dilarang menggunakan barang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah
atau bahan lainnya, produk harus bersih dalam proses produksinya, serta untuk
produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa
kadaluarsa (expired date)

Dinas Koperasi kabupaten Langkat memiliki tugas utama yaitu melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perKoperasian pengusaha kecil
dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jumlah karyawan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Langkat berjumlah 40 orang.

® Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.
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Adapun struktur organisasi dari kantor Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dapat
dilihat pada Gambar dibawah ini:

Gambar
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat
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1) Sektor Koperasi
Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah Koperasi unit Desa

menurut Kecamatan:

Me Jumlabh Koperasi Unit Desa Menurwt Kecamsatsm

2013 — Z018

Kacamatan Folzs 2014 2015 2016 2017 20 %




1 Bahorok 2 2 2 2 2 2
2 Serapat - - - - - -
3 Salapran 3 3 3 * 3 3
e Futambar - - - - - -
5 Ber Bingan 3 3 3 3 3 3
& Kuala I 1 1 1 1 1
7 Helesai 2 X 2 2 2 2
= Binjan 1 L L 1 L 1
o Siabat 2 2 2 2 2 2
141 W amgau I 1 1 1 1 1
11 Batang Serangzan - - - - - -
12 | Sawit Scbhrang - - - - - -
13 Padang Tualang 5 5 5 5 5 5
14 Hinas 2 X 2 2 2 2
15 | Secanggang 4 4 4 B 4 e
164 Tamjung Pura <4 4 4 -+ 4 +
17 | Giebang | 1 1 1 1 1
18 Babalan I 1 1 1 1 1
14 Ser Lepan 3 3 3 ] 3 3
20 Brandan Bara:t 1 1 1 1 1 1
21 HBesitang 3 3 E ] e 3 3
i Pangkalan Susu < 4 4 -+ 4 +
23 Pemantang laya 1 1 1 1 1 1
Heerr el Toral 44 44 44 44 44 44
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C. Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Modal yang di terapkan dalam Perjanjian
Penguatan Modal Terhadap Koperasi Di Kabupaten Langkat

1. Strategi Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan
untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang
telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses perencanaan strategis.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan
terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program.
Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi
setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi
Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin
dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja

Tahunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.’

% Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.
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2. Kebijakan Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu
ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan,
prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan
kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk
menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok. Kebijakan yang ditetapkan
adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan
sumber daya manusia Koperasi dan UMKM.

2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM

3) Penerapan teknologi yang dapat menignkatkan mulu produktivitas bagi
Koperasi dan UMKM

4) Pengembangan produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM

5) Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi umkm
dan industri

6) Mewujudkan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah yang
lebih efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi

7) Mewujudkan peningkatan iklim berusahaa dan penyerapan segmen pasar bagi
produk agro industri dan agro bisnis

8) Mewujudkan peningkatan investasi daerah dan perluasan segmen pasar bagi
produk agro industri dan agro bisnis.™

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi
organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil
untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan

jenis sumber daya yang akan digunakan.

19 Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.
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Program yang sudah ditetapkan oleh dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

langkat adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan administrasi perkantoran

2) Peningkatan sarana dan prasarana aperatur

3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompititif UKM

4) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

5) Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

6) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

7) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

8) Pengembangan usaha kecil dan menengah

9) Peningkatan kemampuan teknologi industri.'*

1 Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.



BAB IV

PERAN DINAS KOPERASI DALAM MENAMGGULAGI
TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PENGUATAN MODAL
KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT

A. Akibat terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi terhadap Dinas
Koperasi Kabupaten Langkat

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2, huruf d dan e
di atas, maka besarnya angsuran yang wajib dilakukan pihak kedua (Koperasi) atau
dapat disebut sebagai debitur adalah modal yang diberika oleh Dinas Koperasai atau
modal yang didapat dari anggota koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat
tersebut di berikan kepada Koperasi yang ada di Kabupaten langkat berdasarkan
kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi tersebut.

Serta pembayaran angsuran bantuan penguatan modal tersebut adalah sebagai

berikut:

Transfer ke Kas Umum
Bendahara - B
Copy Bukti Transfer dikirim ke
Dinas

Dari besarnya kewajiban angsuran selama 6 tahun tersebut, maka realisasi

pembayaran angsuran berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi.

55
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Perjanjian penguatan modal adalah sama dengan perjanjian secara umum.
Wanprestasi dalam perjanjian penguatan modal adalah sama dengan perjanjian kredit
yang bermasalah.!

Seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang
telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dimana
kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi
dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai
untuk melaksanakan kewajibannya.

Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur
dapat berupa:?

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada koperasi-koperasi
yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu:®

1. Koperasi sama sekali tidak memenuhi prestasinya.

2. Koperasi memenuhi sebagian prestasi.

! Mahmoedin, Kredit Bermasalah, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal. 51

2 lbid

® Dewi Nurul Mustjari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan, Pratama Publishing,
Yogyakarta, 2012, hal. 144
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3. Kaoperasi terlambat didalam melakukan prestasinya.

4. Koperasi keliru didalam melaksanakan prestasinya

5. Koperasi melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Di dalam KUHPerdata Pasal 1234 disebutkan bahwa prestasi yang
diperjanjikan itu ialah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah merupakan kesepakatan antara 2 (dua)

pihak atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan prestasi tertentu.

B. Peran Dinas Koperasi Dalam Menamggulagi Terjadinya Wanprestasi

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat
melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan implikasi dari strategi yang
telah ditetapkan. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat
pada dasarnya merupakan strategi yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, dalam
hal ini adalah Kementrian Koperasi. Dinas Koperasi Kabupaten Langkat hanya
melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua
strategi tersebut diterapkan di Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan karena
pelaksanaan strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya
anggaran yg dialokasikan.

1. Peran dalam Strategi Penguatan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaku

usaha dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya

terutama sumber daya lokal. Sasaran program ini adalah meningkatnya penataan
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kelembagaan, permodalan, dan pemasaran bagi Koperasi sehingga terwujud pelaku
usaha yang kuat. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan program dengan
kegiatan penyelanggaraan Promosi produk.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk UMKM ini adalah
antara lain:

a. Sebagai ajang promosi dan pemasaran produkproduk kepada masyarakat baik
itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus pangsa
pasar nasional maupun internasional.

b. Mempromosikan produk dalam meraih pasar global untuk mengantisipasi
masuknya produk-produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri.

c. Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pengrajin/ pengusaha
ataupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu
hasilkerajinan

d. Sebagai ajang kompetisi untuk menumbuhkan kreasi dan meningkatkan
prestasi dunia kerajinan.

Sedangkan untuk pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi
Kabupaten Langkat antara lain
Pameran HUT Kabupaten Langkat
- Pemeran ini diselenggarakan setiap Tahun untuk memperingati HUT Kab
Langkat yang dilaksanakan di Alun- alun Stabat.

- Pameran saat ada event di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan
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- Pameran ini diselenggarakan setiap Tahunnya oleh Pemerintah Kota
Medan di Gedung PRSU kota Medan

Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam bentuk pameran ini
menjadi kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan
UKM kabupaten Langkat. Karena kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan
permintaan komoditi kerajinan terhadap pasar lokal maupun nasional. Selain itu,
kegiatan pameran ini juga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas
produkproduk kerajinan di pasar nasional maupun internasional.

2. Sebagai Pemberdayaan (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
Koperasi yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran yang akan dicapai
adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi Koperasi sehingga terwujud
menjadi yang kuat, mandiri, inovatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi. Untuk
mendukung mendukung program tersebut maka kegiatan yang dilakukan adalah
dengan.

Pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk mengembangkan serta
meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kegiatan ini
juga bermaksud untuk meningkatkan kemampuan manajerial serta kewirausahaan
bagi masyarakat, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan tumbuh berkembang
menjadi dasar perekonomian usaha yang sehat, tangguh, dan mandiri sebagai pelaku
usaha dalam perekonomian rakyat. Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan ini

dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah
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kelompok PKK. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Taruli Pardamean,

berikut ini: “untuk peserta pelatihan biasanya tergantung dari jenis pelatihan yang

mau diadakan. Ada yang sifatnya bebas, ada juga yang pesertanya harus pelaku

usaha tertentu, dek. Misalnya, pelatihan akrilik, pelatihan ayaman lidi dan pelatihan

Handycraft untuk daerah wisata.”

3. Berperan Sebagai Perlindungan (Program Penciptaan Iklim Usaha
masyarakat)

Tujuannya yaitu utuk terwujudnya perubahan perilaku masyarakat sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya
perubahan perilaku Koperasi dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati
peraturan yang berlaku, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku
usaha dengan Pemerintah selaku pembina.

Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam fasilitasi pengembangan UMKM di sini
maksudnya adalah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan dengan
menjembatani antara pelaku usaha dengan pihak yang dibutuhkan pelaku usaha.
Atau dengan kata lain, Dinas Koperasi dan UKM memberikan fasilitas yang
berwujud sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan usaha UMKM
tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Taruli Pardamean, berikut
ini:

“kegiatan Fasilitasi ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM. dalam

kegiatan ini dinas Koperasi Kabupaten langkat memberikan bantuan Hibah untuk

* Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas,
tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.
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UMKM vyang memang layak mendapatkan bantuan tersebut. biasanya mereka
memberikan proposal tentang apa yang mereka butuhkan dan kami akan menyeleksi
mereka. Bantuan Hibah ini biasanya berupa barang, dimana barang tersebut kami
beli dari dana APBN.”°

Tujuan dari kegiatan fasilitasi ini adalah agar supaya UMKM tersebut dapat
berjalan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah dengan pemberian
bantuan alatalat produksi yang sesuai dengan apa yang akan diproduksi. Dengan
harapan bahwa produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai yang lebih baik,
berkualitas, dan mampu bersaing di tingkatan pasar yang lebih luas dibandingkan

sebelumnya.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Permasalahan Antara
Dinas Koperasi Kabupaten Langkat Dengan Anggota Koperasi

Masalah wanprestasi dalam perjanjian penguatan modal oleh Koperasi di
Kabupaten Langkat merupakan persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat, dimana pihak peminjam tersebut
tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai penerima pinjaman
penguatan modal dari Dinas Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Langkat.

Peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat sejalan
Dengan pengertian peran yang merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

® Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas,
tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.
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kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri
seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam
masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi,
penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi
dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.®

Untuk mengatasi masalah tersebut pihak Dinas Koperasi, UKM, dan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat selaku kreditur berupaya untuk
mengadakan konfirmasi dan menghubungi debitur yang menunggak, baik
menggunakan alamat pada saat memohon pinjaman penguatan modal. Pihak Dinas
Koperasi, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat menghubungi Koperasi
dan UMKM di Kabupaten Langkat yang menunggak untuk datang ke kantor dengan
tujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara musyawarah.’

Mengenai akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, maka harus
lebih dulu ditetapkan apakah debitur (peminjam) melakukan wanprestasi atau lalai.
Dalam hal ini, kriteria atau penilaian untuk menentukan peminjam telah melakukan
wanprestasi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

Apabila debitur sudah terbukti melakukan suatu perbuatan Wanprestasi maka
bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Kabupaten Langkat dalam
menangani adanya tanda-tanda (gejala) peminjaman yang diragukan atau macet,

maka dilakukan tindakan berupa:

® Seokanto dan Nur, Koperasi Indonesia , Gramedia, 2017, hal. 4.
’ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas,
tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.
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1. Penjadwalan kembali
Yaitu perubahan syarat peminjaman hanya menyangkut jadwal pembayaran
atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat peminjaman, yang tidak terbatas
pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

3. Penataan kembali

Yaitu perubahaan syarat-syarat peminjaman yang menyangkut:

a) Penambahan dana peminjaman.

b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pinjaman yang

baru.

c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali
dan persyaratan kembali.

Selain itu ada juga upaya lainnya untuk menyelesaikan apabila terjadi nya
wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi-Koperasi yang ada di dibawah naungan
Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Yaitu:®

1. Penyelesaian secara musyawarah atau mufakat (penyelesaian secara Non-

Litigasi)
2. Melakukan penyelesaian secara Litigasi yang mana pada pengadilan negeri

dan Pengadilan Niaga.

® Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas,
tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.
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Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat
melakukan penyelesaian wanprestasi terhadap peminjam melalui jalur litigasi
(penyelesaian melalui proses pengadilan) jarang dilakukan bahkan tidak pernah
dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik bagi pihak Dinas Koperasi,
UKM, dan Penanamman Modal Daerah Kabupaten Langkat maupun pihak debitur
(Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat) dikarenakan Dinas Koperasi, UKM,
dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat mempunyai tujuan untuk
menghidupkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten

Langkat sebagai fungsi yang dimiliki pada Dinas tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Undang Undang Nomor
17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi merupakan perkumpulan
orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam prekonomian dimana
dalam pendiriannya harus memiliki landasan, asas dan tujuan dalam
pembangunan ekonomi. Yang dimana memiliki prinsipnya berbeda dengan
badan usaha lain, serta memiliki keanggotaan, modal yang cukup dan dan
apabila Koperasi yang dibangun tersebut melakukan pembubaran harus
melakukan prosedural yang berlaku. Pemberdayaan kemudahaan perizinan
dalam bentuk mudahnya perizinan suatu usaha untuk mendaftar menjadi usaha
mikro kecil menengah bimbingan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dan
kemudahan bagi masyarakat yang melangsungkan usaha khususnya UMKM
sektor kuliner dalam perizinan memperoleh label halal pada produk.

2. Penerapan Peraturan Perundang-Undang oleh di Dinas Koperasi Kabupaten
Langkat dalam Peningkatan Produktifitas UMKM setelah memperoleh
pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat terdapat
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Langkat. Dimana

dalam langkah-langkah dan penerapannya berdasarkan peraturan bupati Nomor
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49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian penguatan modal dari Dinas
Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat adalah dengan nenjadwalkan
ulang pembayaran angsuran (jumlah dan jangka waktunya), dan yang lebih
diharapkan dari para pihak adalah pemutihan (penghapusan kewajiban
pembayaran angsuran) yang dilakukan secara musyawarah (non-Litigasi),
karena usaha koperasi dan Dinas Koperasi telah mengalami kerugian, bahkan
sebagiannya telah pailit.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat menegaskan bahwa
dalam pendirian dan tatacara pelaksanaannya harus lebih menegaskan dalam
pendiriannya berkekuatan hukum tetap sehingga dinas Koperasi Kabupaten
Langkat dapat mengawasi dengan baik dan tidak memiliki kendala. Dalam
membuat program tambahan dalam permberdayaan permodalan seperti
memberikan pendampingan pada UMKM untuk memperoleh akses pinjaman
kredit dari lembaga-lembaga keuangan. Karena menurut hasil penelitian ini,
dana usaha lah yang masih menjadi kendala dari UMKM Kabupaten Langkat.

2. Dalam memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Langkat terdapat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).
Dimana penerapannya berdasarkan peraturan bupati Nomor 49 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
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Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam penghasilan dari UMKM dapat
diberdayakan untuk kemakmuran prekonomian di daerah tersebut.

. Sebaiknya Dinas Koperasi Kabupaten Langkat harus memfokuskan dalam
pembuatan program-program bimbingan dan akses bagi UMKM untuk
mengembangkan usaha melalui memperluas jaringan pasar dengan bermitra
dengan UMKM lainnya, dan untuk pengembangannya terkait pemberian dana,
Dinas Koperasi seharusnya membuat format perjanjian dalam penanaman modal
bagi pengusaha seperti Usaha, Kecil dan Menengah tersebut, sehingga terdapat

klausula yang jelas dalam pengembangan usaha Kecil menengah.
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